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I.1. Latar Belakang Masalah 
Bersamaan dengan semakin majunya fasilitas yang diperlukan untuk 
menunjang dunia pendidikan, demikian juga tantangan dunia pendidikan 
dalam usaha mengembangkan  dan mengokohkan dirinya semakin nampak 
urgensinya. Hal ini mengingat semakin tidak menentunya dampak negatif 
yang muncul, menyertai usaha penciptaan karakter tunas muda Indonesia. Di 
negara sedang berkembang (termasuk Indonesia), pendidikan dapat  memiliki 
peranan yang sangat besar dalam kenaikan pendapatan nasional dan 
kebahagiaan manusia. Peranan ini dapat tercapai apabila dalam program-
program jangka panjang untuk pembangunan pendidikan berimbang dengan 
pertumbuhan ekonomi. Tuntutan peningkatan perkembangan kebudayaan 
manusia, menyebabkan juga tuntutan penyelenggaraan pendidikan yang lebih 
baik, lebih teratur, dengan fasilitas penunjang  yang memadai, yang 
didasarkan atas pemikiran yang matang dan sistematik. Namun guna 
mewujudkan  ide atau gagasan tersebut tentunya diperlukan anggaran/biaya 
yang sangat besar. Masalah anggaran merupakan kewajiban negara untuk 
mencukupinya, hal ini sesuai dengan  amanat pembukaan undang-undang 
dasar 1945 bahwa salah satu kewajiban negara adalah mencerdaskan 
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kehidupan bangsa. Dengan demikian setiap warga negara berhak atas 
pendidikan, pernyataan ini diperkuat dengan penjabaran pasal 31 UUD 1945 
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ayat 1 bahwa ”Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.  
Menurut undang-undang tersebut, pemerintah sebagai pemegang otoritas 
kebijakan, mengemban tugas dalam penyelenggaraan pendidikan. Demikian 
juga dalam hal penyelenggaraan proses belajar mengajar bahwasanya 
anggaran guna penyelenggaraan kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab 
negara. Pada UUD 1945. Dijelaskan pula bahwa untuk menunaikan 
kewajibannya menjamin pendidikan kepada setiap warga negara, secara tegas 
Undang-Undang  Dasar 1945 (amandemen ke-4) mensyaratkan pengalokasian 
20% anggaran negara/daerah (APBN/APBD) untuk proses pendidikan. 
Prosentase itupun murni untuk pelayanan publik/masyarakat tidak termasuk 
keperluan dinas.  
Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 
meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan lebih berkualitas. 
Kebijakan dilakukan melalui pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 
Sembilan Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok 
masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan 
seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, 
masyarakat di daerah-daerah konflik atau masyarakat penyandang cacat. Pada 
era pemerintahan sebelumnya, juga telah ada upaya guna meningkatkan taraf 
pendidikan di Indonesia, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. 
Upaya tersebut adalah dengan pelaksanaan program pemberantasan buta 
huruf melalui kejar Paket A  untuk  anak usia setara SD, kejar Paket B untuk 
anak usia setara SMP serta kejar Paket C untuk anak usia setara SMA. Pada 
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awal tahun 1994 pemerintah kembali mencanangkan program wajib belajar 9 
tahun, akan tetapi sampai dengan tahun 2003 masih banyak anak usia sekolah 
yang tidak dapat mengikuti pendidikan seperti yang diharapkan.  
Dari gambaran program pemerintah yang ada tersebut, dapat kita 
ketahui bahwa sangatlah besar usaha pemerintah untuk menciptakan iklim 
pendidikan yang berkualitas, mudah diakses dan merata di semua kalangan. 
Dalam rangka menciptakan kondisi ini pula, oleh karena itu beberapa 
pemerintah kotamadya dan kabupaten yang ada di seluruh Indonesia 
menerapkan beberapa langkah yang dirasa pas untuk mempercepat proses 
penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat yang ingin 
mendapatkan fasilitas pendidikan. Langkah yang diambil masing-masing 
pemerintah kota dan kabupaten ini, kemudian didukung oleh kemajuan 
teknologi dan informasi pula. Menurut data yang diperoleh, Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK), dalam jangka waktu yang relatif singkat 
berkembang dengan cepat di Indonesia dilihat dari segi penggunanya. 
Contohnya pengguna internet di Indonesia, berdasarkan data yang diterbitkan 
oleh www.internetworldstats.com, dari jumlah total 234.693.997 jiwa 
penduduk Indonesia, pada tahun 2008 sudah tercatat ada 20 juta lebih 
pengguna internet. Padahal pada tahun 2000 yang lalu, pemakai internet di 
Indonesia baru mencapai dua jutaan orang. Ini artinya ada peningkatan sekitar 
900% dalam kurun waktu + 8 tahun (www.asnawi.com).  
Contoh nyata kemajuan TIK, juga bisa dilihat di Kota Surakarta. Kota 
Surakarta dalam kurun waktu lima tahun ini telah mengalami peningkatan 
 15 
 
jumlah media representatif yang di dalamnya terdapat akses mengenai 
informasi dan database kota Solo. Informasi yang dapat diakses mulai dari 
website mengenai profil Kota Solo sampai pada akses pendidikan, yang mulai 
pada tahun 2006 juga telah menggunakan sistem penerimaan siswa baru 
secara online. Program ini kemudian disebut sebagai Penerimaan Peserta 
Didik Baru (PPDB) Online. 
PPDB Online di Indonesia pertama kali dilaksanakan di Kota Malang 
dengan dukungan PPTI Universitas Brawijaya. Sedangkan untuk 
pelaksanaannya di Kota Surakarta, program ini dilaksanakan melalui 
kerjasama antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota 
Surakarta dengan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pusat Komputer (Puskom) 
UNS. Pelaksanaan sistem ini pada tahun 2009 yang merupakan tahun 
keempat pelaksanaannya, tentu saja diatur dengan beberapa peraturan yang 
ditetapkan oleh dinas yang berwenang, yaitu Disdikpora Kota Surakarta. 
Sebagai acuan pelaksanaan sistem PPDB Online tahun 2009, dibentuk surat 
keputusan dari Disdikpora Kota Surakarta yang berupa Panduan PPDB Tahun 
Pelajaran 2009/2010 Kota Surakarta Nomor : 421.1/3263/Set/2009. Untuk 
pelaksanaannya, dibentuk juga panitia pelaksanaan program tersebut yang 
ditegaskan dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan 
Pemuda Dan Olah Raga Kota Surakarta Nomor : 042/3584/Dikmen/2009 
Tentang Panitia Penerimaaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2009/2010 
Kota Surakarta. Di dalamnya diatur juga mengenai tugas yang harus 
dilaksanakan oleh panitia yang telah terbentuk sejak 15 Juni 2009 tersebut. 
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Perubahan yang dilakukan pada kebijakan PPDB Kota Surakarta dari 
konvensional/manual menjadi online, merupakan usaha yang dilakukan oleh 
Disdikpora Kota Surakarta guna memberikan pelayanan yang akuntabel dan 
transparan. Diungkapkan Peters dalam Parsons bahwa perubahan terus-
menerus terjadi di dalam proses kebijakan, yang merupakan konsekuensi dari 
perubahan dalam lingkungan kebijakan, politik dan pembelajaran birokratis, 
atau perkembangan ide dan struktur organisasi. Sedangkan Wildavsky 
mengungkapkan bahwa kebijakan seringkali menjadi penyebab perubahan itu 
sendiri, bukan karena dimunculkan oleh “problem” baru (Wayne, 2008 : 573). 
Hal tersebut menyebabkan munculnya kebijakan “baru” dari kebijakan yang 
sudah ada. Perubahan kebijakan juga bisa jadi berasal dari kebijakan 
sebelumnya yang mungkin telah mengubah kondisi, membuat kondisi 
menjadi lebih buruk, atau kebijakan itu tidak memadai (Wayne Parsons, 
2008:574).  
Kebijakan baru yang dibuat untuk menyempurnakan kebijakan lama 
mengenai PPDB Kota Surakarta ini, kemudian dibuat dengan tujuan baru. 
Tujuan baru yang disusun Disdikpora Kota Surakarta, dituangkan pada 
Panduan PPDB Tahun Pelajaran 2009/2010 Kota Surakarta Nomor : 
421.1/3263/Set/2009, antara lain : 
a. Memperlancar  proses PPDB SMP/MTs dan SMA/MA Tahun 
 Pelajaran 2009/2010. 
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b.  Memberikan  pelayanan kepada masyarakat secara transparan, 
 obyektif, memenuhi rasa  keadilan, akuntabel pada proses PPDB 
 SMP dan SMA Tahun  Pelajaran 2009/2010.  
Tujuan yang ditetapkan tersebut, mengarahkan implementator kebijakan 
untuk membuat realisasi dalam masyarakat. Realisasi dalam masyarakat 
inilah yang kemudian diukur dengan menggunakan IKM (Indeks Kepuasan 
Masyarakat).  
Dalam sektor sektor publik, pelanggan diartikan sebagai pembeli atau 
pengguna layanan. Pada sektor ini, kepuasan pelanggan merupakan salah satu 
bentuk hasil suatu pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk mengetahui 
seberapa besar kepuasan pelanggan perlu dilakukan survei pelanggan. Survei 
terhadap kepuasan pelanggan ini, biasanya menggunakan indikator kepuasan 
pelanggan yang telah ada (Mahmudi, 2008:101), yang salah satunya adalah 
IKM. 
IKM juga menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk 
mengukur akuntabilitas dan transparansi birokrasi publik. Seperti yang telah 
diketahui, bahwa masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia setelah krisis 
ekonomi adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi 
publik dan sistem pemerintahan pada umumnya. Hal ini memberikan tanda 
bahwa akuntabilitas birokrasi publik akan menjadi titik krusial bagi arah 
perkembangan demokrasi di Indonesia dalam waktu dekat ini (Wahyudi, 
2005:3). Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi 
pengguna jasa, penyelenggara pelayanan (dalam hal ini instansi 
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pemerintahan) harus memenuhi asas-asas pelayanan yang berdasarkan Kep 
MENPAN No.63 Tahun 2004 sebagai berikut : 
a. Transparansi : bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh 
semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai 
serta mudah dimengerti. 
b. Akuntabilitas : dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
c. Kondisional : sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 
penerima pelayanan. 
d. Partisipatif : mendorong peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik. 
e. Kesamaan Hak : tidak membedakan ras, agama, golongan, gender 
dan status ekonomi. 
f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban : pemberi dan penerima 
pelayanan publik memenuhi hak dan kewajiban masing-masing 
pihak. 
Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh 
tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai 
apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang 
dibutuhkan dan diharapkan (Ratminto dan Atik, 2007:28). Oleh karena itu, 
dalam kaitannya dengan tingkat kepuasan masyarakat, Kep. MENPAN No.63 
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Tahun 2004 mengamanatkan agar setiap penyelenggara pelayanan secara 
berkala melakukan survei IKM. 
IKM merupakan standar nasional yang diterapkan bagi kinerja 
organisasi publik di Indonesia. Berdasarkan pernyataan dalam keputusan 
Menpan No KEP/25/M.PAN/2/2004, untuk melakukan evaluasi terhadap 
transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik digunakan pengukuran IKM 
(Ratminto dan Atik, 2007:219). IKM digunakan dalam penelitian ini 
dikarenakan tujuannya yang sejalan dengan tujuan kebijakan PPDB Online 
yaitu memberikan  pelayanan kepada masyarakat secara transparan, obyektif, 
memenuhi rasa  keadilan, dan akuntabel. 
Sebagai gambaran untuk mengetahui implementasi PPDB Online di 
Kota Surakarta Tahun 2009, tentunya harus kita ketahui bersama pula 
mengenai permasalahan yang muncul. Berdasarkan berita yang diungkapkan 
oleh media cetak maupun elektronik, memang ada beberapa permasalahan 
yang muncul seiring dengan penggunaan sistem PPDB Online Kota Surakarta 
Tahun 2009 oleh masyarakat. Permasalahan pertama yang dihimpun dari 
redaksi Solopos, pada pelaksanaan hari kedua PPDB Online yaitu 3 Juli 2009, 
ditemukan kasus di SMAN 5 Surakarta, dimana terjadi  ketidaksesuaian 
antara nilai ujian siswa yang tertera di Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU), 
dengan hasil nilai yang tertera di dalam database PPDB Online. 
Permasalahan kedua yang dikutip dari Solopos edisi 2 Juli 2009, adalah 
masih cukup banyaknya siswa yang datang ke sekolah-sekolah yang 
tergabung sebagai peserta PPDB Online untuk meminta keterangan mengenai 
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mekanisme pencabutan nilai pelaksanaan PPDB Online Kota Surakarta, yaitu 
pada tanggal 1-4 Juli 2009. Hal tersebut masih terjadi meskipun sosialisasi 
sudah dilaksanakan oleh pihak sekolah pada saat pembagian hasil ujian 
nasional. Permasalahan ketiga yang muncul (Solopos, 14 Juli 2009), adalah 
adanya perubahan sistem dalam proses PPDB Online tahun 2009, dimana 
pilihan yang semula (pada tahun 2008) adalah  dua sekolah swasta dan dua 
sekolah negeri bagi pendaftar (2:2), di tahun 2009 ini berubah lagi menjadi 
satu sekolah swasta dan satu sekolah negeri (1:1) bagi seorang pendaftar. Hal 
ini tentu saja membuat peserta PPDB Online semakin khawatir mengingat 
terbatasnya daya tampung yang disediakan oleh sekolah-sekolah favorit yang 
ada di Kota Solo. Semakin sempitnya pilihan, diasumsikan oleh para murid, 
berarti juga semakin sempitnya kesempatan yang dimiliki oleh mereka untuk 
dapat diterima di sekolah negeri. 
Berdasarkan gambaran sekilas yang diungkapkan diatas, dapat kita 
ketahui bahwa memang ada permasalan yang muncul menyertai implementasi 
PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009. Permasalahan yang terjadi tersebut 
tentu memberikan dampak terhadap tingkat kepuasan masyarakat akan 
pelayanan yang diberikan Disdikpora Kota Surakarta. Proses analisis terhadap 
kepuasan masyarakat yang selanjutnya diukur dengan indikator dalam IKM 
diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai seberapa tinggi 
perubahan dalam kebijakan PPDB di Kota Surakarta  memberikan kepuasan 
kepada sasaran kebijakan. Sasaran kebijakan yang dimaksudkan adalah siswa 
SMA Negeri yang ikut serta dalam PPDB Online di Kota Surakarta Tahun 
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2009. Penelitian tidak dilakukan terhadap orang tua murid dan pihak sekolah 
dikarenakan keterbatasan waktu dan untuk menekan resiko yang muncul. 
Mengenai keterbatasan penelitian ini dibahas lebih lanjut dalam metodologi 
penelitian.  
Melihat kepada adanya beberapa permasalahan yang muncul dalam 
pelaksanaan PPDB Online di Kota Surakarta tahun 2009, yang tentunya 
berpengaruh terhadap kepuasan peserta SMA negeri (khususnya di Kota 
Surakarta), maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti tingkat kepuasan 
sasaran kebijakan PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009, sebagai bahan 
penulisan skripsi. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai 
langkah awal untuk menambah referensi stakeholders dalam pelaksanaan 
program/kebijakan yang sama di tahun berikutnya agar kesalahan yang ada 
dapat diminimalkan.  
 
I.2. Perumusan Masalah 
Menurut Sumadi Suryabrata (2006:17), setelah sebuah permasalahan 
diidentifikasi, dipilih, maka perlu dirumuskan. Perumusan ini penting, karena 
hasilnya akan menjadi penuntun bagi langkah-langkah selanjutnya. 
Sedangkan Agus Salim (2006:29), menyebutkan bahwa rumusan persoalan 
penelitian merupakan pertanyaan mengenai konsep yang diminati. Perangkat 
pertanyaan tersebut, merupakan alat untuk mempertajam permasalahan lebih 
rinci yang hendak dikaji secara mendalam dari konsep yang diminati.  
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Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang terdapat 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Apakah PPDB Online di Kota Surakarta Tahun 2009 mampu 
memberikan kepuasan terhadap sasaran kebijakan ? 
b. Apakah sajakah akses multimedia yang digunakan oleh sasaran 
kebijakan dalam PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009 ?  
 
I.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 
I.3.1. Mengetahui kepuasan sasaran kebijakan PPDB Online Kota 
Surakarta Tahun 2009 dengan menggunakan indikator IKM. 
I.3.2. Mengetahui akses multimedia yang digunakan oleh sasaran 
kebijakan dalam PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009. 
 
I.4. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 
I.4.1. Bahan pertimbangan bagi Disdikpora Kota Surakarta untuk 
memperbaiki kinerja panitia PPDB Online pada tahun berikutnya. 
I.4.2. Meningkatkan kemampuan peneliti dalam penyusunan tulisan 
yang bersifat ilmiah. 
I.4.3. Membuat masyarakat dan pihak-pihak terkait memahami proses 
pelaksanaan PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009, sehingga 
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I.5. Landasan Teori 
II.1.1. Kebijakan Publik 
Kepentingan masyarakat maupun para pelaku politik, tentunya 
menuntut untuk direalisasikan. Kemudian oleh karena tidak semua 
tuntutan dapat dipenuhi dalam waktu yang bersamaan berkaitan dengan 
masih terbatasnya jumlah dan sumber daya yang tersedia, maka 
pemerintah selalu melakukan penyaringan dan pemilihan tuntutan atau 
kepentingan. Hasil penyaringan dan pemilihan inilah yang kemudian 
terumuskan sebagai kebijakan publik. (Samodra, dkk, 1994:1). Dalam 
Riant Nugroho (2003:3), diungkapkan oleh Thomas Dye bahwa 
”kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, 
mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan 
bersama tampil berbeda.” Sedangkan dalam AG. Subarsono (2006:2), 
Thomas Dye juga mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah 
apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan 
(public policy is whatever governments choose to do or not to do). Hal 
ini mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh 
badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik 
menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh 
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badan pemerintah. Lain halnya dengan Carl I.Friedrick, mendefinisikan 
kebijakan publik sebagai : 
“serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau 
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan 
peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut 
ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi 
hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”  
 (Riant Nugroho, 2003:4) 
James Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai arah 
tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor 
atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. 
Konsep ini dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa 
yang sebenarnya dilakukan, dan bukan pada apa yang diusulkan atau 
dimaksudkan. (Budi, 2008:18) 
Lingkup kebijakan publik sendiri (AG. Subarsono, 2006:3-4), 
dikatakan sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang 
pembangunan seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, 
kesehatan, transportasi, pertahanan dan sebagainya. Di samping itu, 
dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional 
maupun lokal seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Pemerintah Propinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dan 
Keputusan Bupati/Walikota. 





a. Pengembangan ilmu pengetahuan 
Dalam konteks ini, ilmuwan dapat menempatkan kebijakan 
publik sebagai variabel terpengaruh (dependent variable), 
sehingga berusaha menentukan variabel pengaruhnya 
(independent variable). Studi ini berusaha mencari variabel-
variabel yang dapat mempengaruhi isi dari sebuah kebijakan 
publik. 
b. Membantu para praktisi dalam memecahkan masalah-
 masalah publik 
Dengan mempelajari kebijakan publik, para praktisi akan 
memiliki dasar teoretis tentang bagaimana membuat kebijakan 
publik yang baik dan memperkecil kegagalan dari suatu 
kebijakan publik. Sehingga ke depan akan lahir kebijakan yang 
lebih berkualitas yang dapat menopang tujuan pembangunan. 
c. Berguna untuk tujuan politik 
Suatu kebijakan publik yang dibuat melalui proses yang benar 
dengan dukungan teori yang kuat memiiki posisi yang kuat 
terhadap kritik dari lawan-lawan politik. Kebijakan publik 
tersebut dapat meyakinkan kepada lawan-lawan politik yang 
tadinya kurang setuju. Kebijakan publik seperti itu tidak akan 
mudah dicabut hanya karena alasan kepentingan sesaat dari 
lawan-lawan politik.  
(AG. Subarsono,  2006:4-5) 
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II.1.2. Evaluasi Kebijakan Publik 
Evaluasi kebijakan berakar pada awal abad ke-20 ketika dilakukan 
usaha untuk mengefektifkan program melek huruf dan pelatihan kerja 
serta mengurangi tingkat kematian akibat infeksi penyakit pada program 
kesehatan di Amerika dan Eropa. Penelitian evaluasi kemudian meluas 
tidak hanya di Amerika dan Eropa serta negara-negara industri lain, 
melainkan juga diterapkan di negara Asia untuk program keluarga 
berencana, Amerika Latin untuk program kesehatan dan nutrisi, Afrika 
untuk program pertanian dan pedesaan. (Levine dalam Samodra, dkk, 
1994:116). Rossi  menyebutkan bahwa : 
“pada perkembangannya, studi evaluasi bukan sekedar soal 
penerapan metode penelitian, melainkan menyangkut aspek politik 
dan manajerial. Studi ini kemudian dapat dijadikan sebagai isu 
kebijakan publik, yang meliputi bagaimana  studi ini direncanakan 
dan di desain oleh pemerintah, diimplementasikan dan dijaga 
kelangsungannya.” 
(Samodra, dkk, 1994:117) 
Menurut Riant Nugroho (2004:183), sebuah kebijakan publik tidak 
bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu 
mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai “evaluasi kebijakan”. 
Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan 
kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, 
sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat 
kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”. Tujuan pokok dari 
evaluasi adalah untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara 
pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik, dan selanjutnya 
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dapat mengurangi atau bahkan menutup kesenjangan tersebut. Melihat 
kepada konsep ini, evaluasi harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat 
positif. Budi Winarno (2008:226), juga mengungkapkan bahwa evaluasi 
kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu 
kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah 
dijalankan, meraih dampak yang diinginkan. 
Ketika sebuah kebijakan diimplementasikan, pertanyaan utama 
yang harus mendapatkan jawaban adalah “Mengapa perlu ada evaluasi? 
Bukankah dengan diimplementasikan, sebuah kebijakan sudah cukup, 
karena evaluasi hanya membuang biaya dan tenaga?”. Menjawab 
pertanyaan ini, tentu saja untuk keperluan jangka panjang dan untuk 
kepentingan keberlanjutan (sustainable) suatu program, evaluasi sangat 
diperlukan. Dengan evaluasi, kebijakan-kebijakan ke depan akan lebih 
baik dan tidak mengurangi kesalahan yang sama. Menurut A.G. 
Subarsono (2006:123), beberapa alasan perlunya evaluasi kebijakan 
adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni 
seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya. 
b. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. 
Dengan melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat 
disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. 
c. Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan 
penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami 
 39 
 
sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik 
sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan 
dan program pemerintah. 
d. Menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan. 
Apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan, 
para stakeholders, terutama kelompok sasaran tidak 
mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau 
program. 
e. Agar tidak mengurangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, 
evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan 
bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar 
tidak mengurangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, dari hasil 
evaluasi diharapkan dapat diterapkan kebijakan yang lebih 
baik. 
Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, yang masing-
masing menunjuk pada skala nilai terhadap hasil kebijakan dan 
program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan 
penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian 
(assessment). Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan 
produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (William, 
2003:608).  
Menurut Kreps dalam Jurnal “Public Adminstration Review”, 
mengungkapkan pengertian evaluasi (terutama program), sebagai berikut:  
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“Program evaluation can identify areas in which improvement is 
necessary or desirable.”  
(Daniel, 2010:237) 
“Evaluasi program dapat mengidentifikasi area dimana peningkatan 
dibutuhkan atau diinginkan.” 
 
Masih dalam jurnal yang sama, diungkapkan oleh Behn bahwa : 
“An evaluation might find, for instance, that local resources are 
allocated primarily to preparedness, while comparatively little 
effort has been devoted to recovery. Systematic measurement 
generates information that can be used to set goals for program 
improvement.” 
(Daniel, 2010:237) 
“Sebagai contohnya, evaluasi dapat digunakan untuk mencari tahu 
apakah sumber daya daerah dialokasikan terutama untuk keadaan 
darurat, terkait dengan upaya yang dilakukan untuk perbaikan. 
Pengukuran sistematis dapat digunakan untuk mengumpulkan 
informasi  sehubungan penataan tujuan bagi peningkatan program” 
  
Secara pribadi, Daniel Henstra (2010:237) mengungkapkan : 
“finally, program evaluation is useful for higher-level governments 
to monitor local performance.” 
“pada akhirnya evaluasi program berguna untuk level pemerintahan 
yang lebih tinggi untuk memantau kerja (pemerintah) daerah” 
 
Fungsi evaluasi kebijakan yang diungkapkan oleh Dunn dan juga 
Ripley (Samodra, 1994:10), terdiri dari empat macam, yaitu : 
a. Eksplanasi 
Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan 
program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola 
hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. 
Dari evaluasi ini, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, 






Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang 
dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku 
lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan 
oleh kebijakan. 
c. Auditing 
Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-
benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau 
justru ada kebocoran atau penyimpangan. 
d. Akunting 
Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-
ekonomi dari kebijakan tersebut. 
Untuk dapat mengukur mengenai kondisi masyarakat sebagai 
sasaran kebijakan, ada empat jenis desain evaluasi kebijakan yang dapat 
digunakan (Finsterbusch dan Motz dalam Samodra, 1994:74-75), yaitu : 
a. Single program after only 
Pengukuran dengan desain ini mengukur kondisi kelompok 
sasaran hanya sesudah program berlangsung, tanpa 
menggunakan kelompok kontrol. Hasil akhirnya adalah pada 
keadaan kelompok sasaran kebijakan. 
b. Single program before after 
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Pengukuran dengan desain ini mengukur kondisi kelompok 
sasaran sebelum dan sesudah program berlangsung, tanpa 
menggunakan kelompok kontrol. Hasil akhirnya adalah pada 
perubahan keadaan kelompok sasaran kebijakan. 
c. Comparative after only 
Pengukuran dengan desain ini mengukur kondisi kelompok 
sasaran hanya sesudah program berlangsung, dengan 
menggunakan kelompok kontrol. Hasil akhirnya adalah pada 
perubahan keadaan kelompok sasaran dan bukan kelompok 
sasaran kebijakan. 
d. Comparative before after 
Pengukuran dengan desain ini mengukur kondisi kelompok 
sasaran sebelum maupun sesudah program berlangsung, 
dengan menggunakan kelompok kontrol. Hasil akhirnya adalah 
pada efek program terhadap kelompok sasaran kebijakan. 
Dalam penelitian mengenai pengukuran tingkat kepuasan 
kelompok sasaran PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009 ini, desain 
yang diambil adalah jenis yang pertama, yaitu single program after only. 
Pertimbangan dalam penggunaan desain single program after only adalah 
karena tidak tersedianya penelitian sejenis yang dilakukan pada 
pelaksanaan program ini di tahun sebelumnya untuk dijadikan bahan 
perbandingan. Hal ini mengakibatkan kondisi kelompok sasaran yang 
dapat diteliti adalah hanya pada saat kebijakan telah selesai dilaksanakan, 
 43 
 
tanpa melihat kondisi mereka sebelum kebijakan terlaksana. Kelemahan 
ini membuat peneliti tidak mengetahui baik-buruknya respons kelompok 
sasaran terhadap program. 
Kebijakan dibuat dan dilaksanakan dengan maksud untuk mencapai 
tujuan tertentu. Oleh karena itu, untuk menguji efektivitas sebuah 
kebijakan atau kegiatan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan 
diperlukan langkah untuk menguji tujuan kebijakan yang telah ada. 
Hanya saja, mengidentifikasi tujuan yang benar-benar ingin dicapai oleh 
suatu kebijakan adalah tugas yang tidak mudah. Banyak program yang 
mempunyai tujuan yang luas sehingga terasa tidak mungkin tercapai, 
sehingga akibatnya evaluator tidak dapat membuat indikator efektivitas 
program.  
Sebuah kebijakan seringkali memiliki tujuan yang kabur 
dikarenakan kebijakan adalah sebuah produk politik, yang 
mengakomodasikan beraneka ragam kepentingan (Samodra, 1994:63). 
Padahal di dalam sebuah penelitian, tujuan kebijakan menjadi poin 
penting pemilihan indikator dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan. 
Dalam penelitian awal mengenai PPDB Online Kota Surakarta tahun 
2009 ini, peneliti menemukan tujuan kebijakan yaitu : 1) memperlancar  
proses PPDB SMP/MTs dan SMA/MA Tahun Pelajaran 2009/2010, dan 
2) memberikan  pelayanan kepada masyarakat secara transparan, 
obyektif, memenuhi rasa  keadilan, akuntabel pada proses PPDB SMP 
dan SMA Tahun  Pelajaran 2009/2010. Tujuan kebijakan yang terlalu 
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luas ini ternyata juga tidak disertai indikator input, proses, output, 
outcome, benefit dan impak yang biasanya disusun oleh pembuat 
kebijakan sebelum sebuah kebijakan dilaksanakan agar dapat diketahui 
berhasil atau tidaknya (Joko, 2008:138-139), alasan inilah yang membuat 
kebijakan PPDB Online di Kota Surakarta Tahun 2009 memerlukan 
indikator lain (yang tentunya mewakili) untuk mengukur efektivitas 
kebijakan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan. Hal ini kemudian 
menjadi pertimbangan penulis untuk menggunakan teori dalam Indeks 
Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan tujuan agar evaluasi kebijakan 
dapat diukur dengan jelas menurut indikator yang ada. Lebih lanjut akan 
dibahas mengenai IKM. 
II.1.3.  IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 
Pelanggan dalam sektor publik tidak selalu mudah untuk 
diidentifikasi. Dalam sektor swasta, pelanggan identik dengan pembeli 
atau pengguna produk yang dihasilkan organisasi. Sementara itu, dalam 
sektor publik pelanggan dapat berupa pembeli layanan, pengguna 
layanan, pemberi dana ataupun pemilih. Kepuasan pelanggan merupakan 
salah satu bentuk hasil suatu pelayanan publik. Kepuasan pelanggan 
dapat dikategorikan sebagai tujuan tingkat tinggi dalam suatu sistem 
pengukuran kinerja (Mahmudi, 2008:100-101). Adanya ketidakcocokan 
antara outcome yang dihasilkan dari suatu pelayanan dengan kepuasan 
masyarakat menunjukkan masih adanya senjangan harapan (expectation 
gap). Organisasi perlu melakukan penjaringan aspirasi pelanggan untuk 
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mengetahui apa yang menjadi kebutuhan pelanggan (Mahmudi, 
2008:101). 
Konsumen/pelanggan tidak akan berhenti hanya sampai proses 
konsumsi. Pelanggan akan melakukan proses evaluasi terhadap konsumsi 
yang telah dilakukannya. Hasil dari proses evaluasi pasca konsumsi 
adalah pelanggan puas atau tidak puas terhadap konsumsi produk atau 
merek yang telah dilakukannya. Setelah mengkonsumsi suatu produk 
atau jasa, pelanggan akan memiliki perasaan puas atau tidak puas 
terhadap produk atau jasa yang dikonsumsinya. Kepuasan akan 
mendorong pelanggan membeli dan mengkonsumsi sebuah produk. 
Engel, Blackwell dan Miniard (Ujang, 2003 : 321) mendefinisikan 
kepuasan, “satisfaction is defined here as a post-consumption evaluation 
that a chosen alternative at least meets or exceeds 
expectations”(kepuasan disini, didefinisikan sebagai pasca konsumsi 
evaluasi dimana alternatif yang dipilih setidaknya cukup atau melebihi 
harapan). Sedangkan Mowen dan Minor (Ujang, 2003 : 321-322) 
mengartikan kepuasan sebagai :  
“consumer satisfaction is defined as the overall attitude consumers 
have toward a good of service after they have acquired and used it. 
It is a postchoice evaluative judgement resulting from a spesific 
purchase selection and the experience of using/consuming it” 
(kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai keseluruhan sikap 
konsumen yang mengarah pada kebaikan pelayanan setelah mereka 
menerima dan menggunakannya. Hal tersebut adalah hasil 
penilaian evaluatif pasca pilihan dari pemilihan pembelanjaan  




Kepuasan pelanggan diartikan sebagai hasil evaluasi setelah 
membandingkan apa yang dirasakan dengan apa yang diharapkannya. 
Kepuasan pelanggan dapat diketahui setelah menggunakan produk atau 
jasa pelayanan (Zulian, 2005:78). Diungkapkan oleh Ujang Sumarwan 
(2003:322), bahwa kepuasan dan ketidakpuasan konsumen/pelanggan 
merupakan dampak dari perbandingan antara harapan pelanggan sebelum 
pembelian dengan yang sesungguhnya diperoleh konsumen dari produk 
yang dibeli tersebut. Pengertian inilah, yang membuat proses pengukuran 
terhadap tingkat kepuasan masyarakat berhubungan dengan evaluasi 
kebijakan, dimana perhatian utamanya pada perbandingan antara 
“harapan” dengan “kenyataan” yang dialami. 
Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur 
kepuasan pelanggan / melakukan evaluasi pasca pelayanan adalah 
indikator dalam IKM. IKM adalah tingkat kepuasan masyarakat dalam 
memperoleh pelayanan yang diperoleh dari penyelenggara atau pemberi 
pelayanan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. (Ratminto dan 
Atik, 2007:19). Menurut keputusan Menpan No KEP/25/M.PAN/2/2004, 
disebutkan juga bahwa untuk mengukur tingkat transparansi dan 
akuntabilitas pelayanan publik digunakan pengukuran melalui IKM 
(Ratminto dan Atik, 2007:219). Pernyataan ini memperkuat penggunaan 
indikator IKM dalam penelitian mengenai kebijakan PPDB Online Kota 
Surakarta Tahun 2009, dikarenakan keselarasannya dengan tujuan dalam 
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PPDB Online yaitu memberikan  pelayanan kepada masyarakat secara 
transparan, obyektif, memenuhi rasa  keadilan, akuntabel.  
Lebih lanjut, penelitian mengenai kebijakan/program PPDB Online 
Tahun 2009 yang fokusnya kepada pengukuran tingkat kepuasan peserta 
PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009 khususnya SMA negeri 
sebagai sasaran kebijakan, akan menggunakan indikator yang 
berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 Tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit 
Pelayanan Instansi Pemerintah (Ratminto dan Atik, 2007:220). Di dalam 
keputusan ini, disebutkan bahwa jenis pelayanan yang diterima oleh 
masyarakat sangatlah beragam. Oleh sebab itu, untuk memudahkan 
penyusunan IKM, dibuat pedoman umum yang digunakan sebagai acuan 
untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan di lingkungan aparatur 
pemerintahan Indonesia. Disebutkan juga bahwa penetapan unsur 
penilaian telah didahului dengan penelitian yang dilaksanakan atas 
kerjasama Kementrian PAN dan BPS. Dari hasil penelitian ini, diperoleh 
48 unsur penting yang mencakup berbagai sektor layanan yang sangat 
bervariasi. Kemudian dari hasil pengujian akademis/ilmiah diperoleh 14 
unsur (indikator) yang dapat diberlakukan untuk semua jenis pelayanan, 
untuk mengukur IKM unit pelayanan. (Ratminto dan Atik, 2007:221-
222). Empat belas buah indikator yang dimaksud, yaitu (Ratminto dan 
Atik, 2007:226-227) : 
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a. Prosedur pelayanan : adalah kemudahan tahapan pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 
pelayanan. 
b. Persyaratan pelayanan : adalah persyaratan teknis dan 
administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan 
sesuai dengan jenis pelayanannya. 
c. Kejelasan petugas pelayanan : melihat kepada keberadaan dan 
kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan 
serta kewenangan dan tanggung jawabnya) 
d. Kedisiplinan petugas pelayanan : adalah kesungguhan petugas 
dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsentrasi 
waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku. 
e. Tanggung jawab petugas pelayanan : adalah kejelasan 
wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan 
dan penyelesaian pelayanan. 
f. Kemampuan petugas pelayanan : adalah tingkat keahlian dan 
ketrampilan yang dimiliki petugas dalam 
memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. 
g. Kecepatan pelayanan : adalah target waktu pelayanan dalam 
waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. 
h. Keadilan mendapatkan pelayanan : adalah pelaksanaan 
pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status 






i. Kesopanan dan keramahan petugas : adalah sikap dan perilaku 
petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara  
sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. 
j. Kewajaran biaya pelayanan : adalah keterjangkauan masyarakat 
terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan. 
k. Kepastian biaya pelayanan : adalah kesesuaian antara biaya 
yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan 
l. Kepastian jadwal pelayanan : adalah pelaksanaan waktu 
pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
m. Kenyamanan lingkungan : adalah kondisi sarana dan prasarana 
pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat 
memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan. 
n. Keamanan pelayanan : adalah terjaminnya tingkat keamanan 
lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang 
digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk 
mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan 
dari pelaksanaan pelayanan. 
Keempat belas indikator ini, nantinya akan digunakan untuk 
menentukan apakah kebijakan PPDB Online di Kota Surakarta Tahun 
2009 telah memberikan kepuasan terhadap peserta PPDB Online Kota 
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Surakarta Tahun 2009 yang saat ini duduk di kelas satu SMA negeri Kota 
Surakarta. 
Dalam hubungannya dengan evaluasi, kepuasan menurut 
Westbrook dan Reilly dinyatakan : 
“satisfaction is generally taken to mean an evaluative attitude 
towards some object or experience.” (Oliver James, 2009:109) 
“kepuasan biasanya digunakan untuk merata-rata evaluasi perilaku 
terhadap obyek maupun pengalaman tertentu” 
 
Sedangkan menurut James Hood dan Scott : 
“satisfaction with overall services is important because the local 
authority unit is the object of comprehensive evaluations by central 
government bodies”(Oliver, 2009:109) 
“kepuasan terhadap keseluruhan pelayanan itu penting karena unit 
kewenangan lokal adalah obyek dari evaluasi keseluruhan yang 
dilakukan oleh badan” 
 
Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, telah jelas bahwa 
kepuasan pelanggan atau dalam penelitian ini sasaran kebijakan, 
berhubungan erat dengan proses evaluasi yang dilakukan untuk 
mengetahui apakah sebuah badan pemerintahan melaksanakan sebuah 
kebijakan sesuai dengan harapan sasaran kebijakan, sehingga mereka 
merasakan puas terhadap kebijakan yang mereka alami. 
II.1.4. PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Online 
Berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi 
Nomor: 421/1032-b-Binprog/IV/2009 Tentang Petunjuk Teknis 
Penerimaan Peserta Didik Baru SMP, SMA dan SMK Negeri Kota 
Bekasi dengan Sistem Online (PPDB-Online) Tahun Pelajaran 
2009/2010 (www.disdikkotabekasi.com), yang dimaksud dengan sistem 
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PPDB Online adalah sistem PPDB dengan proses entri memakai sistem 
database, seleksi otomatis memakai sistem komputerisasi. Hasil seleksi 
dapat diakses setiap waktu  melalui internet dan Short Message Service 
(SMS). Pengertian ini hampir sama dengan yang diungkapkan oleh 
Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro, yang kemudian ditetapkan dalam 
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Nomor 
24/1963/412.40/2009, Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta 
Didik Baru SMP, SMA dan SMK Negeri dengan Sistem Online Tahun 
Pelajaran 2009/2010 Kabupaten Bojonegoro. Sistem PPDB Online 
adalah sistem PPDB dengan proses entri memakai sistem database, 
seleksi otomatis oleh komputer, dimana hasil seleksi diketahui secara 
otomatis melalui online internet dan Short Message Service (SMS) setiap 
waktu, yang selanjutnya disebut sistem online. (bojonegoro.psb-
online.or.id) 
Berdasarkan Panduan PPDB Tahun Pelajaran 2009/2010 Kota 
Surakarta Nomor : 421.1/3263/Set/2009, yang dikeluarkan oleh 
Disdikpora Kota Surakarta, PPDB Online atau secara harfiah 
didefinisikan sebagai penerimaan peserta didik baru dengan sistem 
Online, atau dalam kata lain adalah serangkaian proses penerimaan 
peserta didik baru dengan menggunakan sistem real time. Yang 
dimaksud adalah ketika peserta didik mendaftar pada sebuah sekolah, 
akan langsung dinilai oleh engine secara sistemik (menggunakan 
parameter-parameter) dan peserta didik dapat memantau perankingan 
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melalui sebuah website secara online dan real time. Apabila 
dibandingkan dengan PPDB Model Manual, manfaat yang diperoleh 
akan lebih dari sisi transparency dan accountability. Seperti yang telah 
diungkapkan sebelumnya, sistem ini memiliki beberapa tujuan yaitu:     
a. Memperlancar  proses PPDB SMP/MTs dan SMA/MA Tahun 
Pelajaran 2009/2010. 
b. Memberikan  pelayanan kepada masyarakat secara transparan, 
obyektif, memenuhi rasa  keadilan, akuntabel pada proses PPDB 
SMP dan SMA Tahun  Pelajaran 2009/2010. 
PPDB Online di Indonesia pertama kali dilaksanakan di Kota 
Malang dengan dukungan PPTI Universitas Brawijaya. Sementara itu 
PPDB Online yang dilaksanakan di Kota Solo dimulai tahun 2006 
dengan dukungan UPT Puskom UNS. Kemudian sistem ini juga masih 
berjalan di tahun 2007 yang masih bekerjasama dengan UPT Puskom 
UNS. Pada pelaksanaan tahun 2008, sistem ini dilaksanakan secara 
independen oleh Disdikpora Kota Surakarta dan pada tahun 2009 
pelaksanaannya bekerjasama kembali dengan UPT Puskom UNS. 
Mengenai pelaksanaannya, PPDB Online Kota Surakarta 2009 telah 
terlaksana pada hari Rabu – Sabtu, 1 - 4 Juli 2009, pukul 08.00 - 12.00 
WIB. 
Sekolah yang bergabung dengan dalam PPDB Online Kota 
Surakarta tahun 2009 ini adalah sebanyak 58 sekolah untuk tingkat SMP 
(26 negeri, 32 swasta) dan 27 sekolah untuk tingkat SMA (6 negeri dan 
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21 swasta). Daftar sekolah yang mengikuti PPDB Online Kota Surakarta 
Tahun 2009 ini (selengkapnya ada di lampiran), dibuat berdasarkan 
Berita Acara Sekolah Tahun 2009 No 421.3/3074/Dikpora/XII/2009. 
 
I.6. Kerangka Pemikiran 
Kerangka pemikiran adalah landasan berfikir seseorang tentang 
bagaimana ia berusaha menjelaskan suatu fakta atau hubungan antara fakta. 
Kerangka pemikiran dapat juga menjelaskan hubungan antara variabel 
dengan mengacu pada kerangka dasar teori. Berdasarkan landasan teori yang 
disampaikan, dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu bahwa dalam 
implementasi terdapat beberapa permasalahan yang muncul, permasalahan ini 
tentunya berpengaruh kepada transparansi dan akuntabilitas pelayanan, 
sehingga perlu diukur kepuasan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Proses 
analisis terhadap tingkat kepuasan masyarakat inilah yang menjadi fokus 
dalam penelitian ini.  
Dalam penelitian ini, dilakukan penilaian terhadap kepuasan siswa SMA 
negeri peserta PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009, khususnya yang 
sekarang duduk di kelas satu SMA negeri sebagai sasaran kebijakan. Proses 
ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap indikator-indikator yang 
menjadi tuntunan penelitian. Tahap terakhir dari proses ini yaitu melakukan 
penarikan kesimpulan terhadap data yang dihasilkan untuk mengetahui 
tingkat kepuasan sasaran kebijakan yang diteliti. Kerangka pemikiran 



















Terkait dengan rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, 
hipotesis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :  
a. Untuk rumusan masalah, “Apakah PPDB Online di Kota Surakarta 
Tahun 2009 mampu memberikan kepuasan terhadap sasaran 
kebijakan?”. Hipotesis kerja yang digunakan adalah : 
KEBIJAKAN PPDB ONLINE DI 
KOTA SURAKARTA TAHUN 
2009 
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)  : 
 
1. Prosedur pelayanan 
2. Persyaratan pelayanan 
3. Kejelasan petugas pelayanan 
4. Kedisiplinan petugas pelayanan 
5. Tanggungjawab petugas pelayanan 
6. Kemampuan petugas pelayanan 
7. Kecepatan pelayanan 
TINGKAT KEPUASAN 
SASARAN KEBIJAKAN 
8. Keadilan mendapatkan pelayanan 
9. Kesopanan dan keramahan petugas 
10. Kewajaran biaya pelayanan 
11. Kepastian biaya pelayanan 
12. Kepastian jadwal pelayanan 
13. Kenyamanan lingkungan 
14. Keamanan pelayanan 
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H1a : “Sasaran kebijakan PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009 
puas terhadap kebijakan PPDB Online Kota Surakarta Tahun 
2009.”  
b. Untuk rumusan masalah, “Apakah sajakah akses multimedia yang 
digunakan oleh sasaran kebijakan dalam PPDB Online Kota Surakarta 
Tahun 2009 ?”. Hipotesis kerja yang digunakan adalah : 
H1b : “Sasaran kebijakan menggunakan akses internet dalam PPDB 





















III.1. Metode Penelitian 
III.1.1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini, merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. 
Penelitian deskriptif tentu saja memiliki tujuan untuk membuat 
pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta 
dan sifat populasi atau daerah tertentu. (Sumadi, 2006:75). 
Pendeskripsian dilakukan setelah data ringkasan yang berbentuk angka / 
kuantitatif (J. Supranto, 2008:12) terkumpul dari responden penelitian.  
III.1.2. Batasan Penelitian 
Penelitian mengenai tingkat kepuasan kelompok sasaran PPDB 
Online di Kota Surakarta Tahun 2009 ini, difokuskan pada siswa yang turut 
serta dalam PPDB Online tingkat SMA dan pada saat penelitian dilakukan 
sasaran kebijakan sudah diterima di SMA negeri. Pertimbangan yang 
mendasari hal tersebut adalah : 
a. Siswa yang akan memasuki jenjang pendidikan SMA memiliki tingkat 
kematangan emosi yang lebih tinggi daripada siswa yang akan memasuki 
jenjang pendidikan SMP.  
Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari beberapa ahli psikologi 
yang menyebutkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi 





satu diantaranya adalah usia. Dikatakan bahwa perkembangan 
kematangan emosi yang dimiliki seseorang sejalan dengan pertambahan 
usianya. Hal ini dikarenakan kematangan emosi dipengaruhi oleh tingkat 
pertumbuhan dan kematangan fisiologis seseorang. Ketika usia semakin 
tua, kadar hormonal dalam tubuh turut berkurang, sehingga 
mengakibatkan penurunan pengaruhnya terhadap kondisi emosi 
(Puspitasari Nuryoto dalam www.minmalangsatu.net). Kematangan 
emosi sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk 
bertindak dan mengambil keputusan. 
b. Penerimaan siswa baru di SMA dan SMP swasta pada tahun 2009, tidak 
hanya melalui PPDB Online. 
Untuk menghindari kekosongan kursi di kelas, sebagian siswa SMA 
dan SMP swasta diperoleh dari jalur lain penerimaan peserta didik baru. 
Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap pengambilan sampel 
penelitian, karena disumsikan bahwa siswa yang sekarang duduk di kelas 
satu baik SMA maupun SMP swasta peserta PPDB Online Tahun 2009, 
belum tentu turut serta dalam PPDB Online Tahun 2009. 
c. Seluruh SMA negeri peserta PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009, 
memiliki siswa (yang sekarang duduk di kelas satu) yang berasal dari 
jalur PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009. 
d. Pada pelaksanaan PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009, penerimaan 
siswa baru tidak melalui PPDB Online. 
III.1.3. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Disdikpora Kota Surakarta, 
Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Puskom UNS, dan SMA negeri di Kota 
Surakarta yang turut serta dalam PPDB Online di Kota Surakarta Tahun 
2009. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan : 
a. Disdikpora Kota Surakarta dan UPT Puskom UNS merupakan 





b. SMA negeri dalam penelitian, yaitu SMAN 2, SMAN 4, SMAN 5, 
SMAN 6, SMAN 7, dan SMAN 8 Surakarta, merupakan sekolah 
yang seluruh siswanya diperoleh dengan sistem PPDB Online 
Tahun 2009.  
c. Lokasi SMA negeri, Kantor Disdikpora Kota Surakarta dan UPT 
Puskom UNS mudah dijangkau oleh penulis dalam pengumpulan 
data. 
Lokasi penelitian kemudian dideskripsikan pada poin III.2. agar lebih jelas. 
III.1.4. Sumber Data 
Setiap penelitian, tentu saja memerlukan data sebagai sebuah 
instrumen pokok. Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber yang 
berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 
permasalahan yang muncul. Berikut dijabarkan jenis data yang digunakan 
dalam penelitian ini. Berdasarkan jenisnya, data dibedakan menjadi 
(Sumadi, 2006:39) : 
a. Data Primer 
Merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 
(atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya. Biasanya 
data ini didapat dengan teknik observasi, wawancara, angket dan 
kuesioner. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari 
kuesioner yang dibagikan kepada 96 responden penelitian. 





b. Data Sekunder 
Data jenis ini biasanya telah tersusun dalam bentuk 
dokumen-dokumen, sehingga dalam banyak hal, peneliti akan 
harus menerima menurut apa adanya. Data sekunder penelitian 
ini, adalah dokumen mengenai Disdikpora Kota Surakarta, 
panduan serta laporan pelaksanaan PPDB Online Kota Surakarta 
tahun 2009, dan berita media massa maupun elektronik seputar 
PPDB Online Kota Surakarta tahun 2009. 
III.1.5. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan 
data, teknik yang digunakan antara lain : 
a. Studi dokumentasi 
Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang 
sering memiliki posisi penting dalam penelitian kuantitatif. 
Bentuknya bisa sangat beragam, mulai dari yang sederhana, 
sampai yang paling kompleks (H. B. Sutopo, 2006:80). Walaupun 
sumber jenis ini dikatakan sebagai sumber kedua, akan tetapi 
keberadaannya tidak bisa diabaikan mengingat banyaknya 
informasi yang penulis bisa diperoleh. Dokumen yang diperoleh, 
mulai dari panduan PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009,  





berita media massa maupun elektronik seputar PPDB Online Kota 
Surakarta Tahun 2009. 
b. Kuesioner/angket 
Kuesioner sedikit berbeda dengan angket, apabila pada kuesioner 
pertanyaan disusun dalam bentuk kalimat tanya, pada angket 
pertanyaan disusun dalam kalimat pernyataan dengan opsi jawaban 
yang tersedia (W.Gulo, 2004:122). Salah satu keunggulan teknik ini 
adalah kemampuannya untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar 
responden yang menjadi sampel. Pada penelitian ini, peneliti memakai 
kuesioner yang menggunakan Skala Likert. Daftar pertanyaan berskala 
tersebut, diawali terlebih dahulu dengan pertanyaan penyaring, yang 
variasi jawabannya adalah : ya dan tidak.  
Skala Likert yang tersedia, digunakan untuk mengukur sikap, 
pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 
fenomena sosial (Sugiyono, 2006:107). Skala ini diungkapkan dalam 
bentuk variasi jawaban dari yang paling positif sampai paling negatif, 
berupa pernyataan yang disesuaikan dengan pertanyaan yang diajukan 
(Aropi, 2007:88). Variasi jawaban untuk pertanyaan yang digunakan 
peneliti, yaitu : tidak pernah, hampir tidak pernah, kadang-kadang 
/netral, sering, dan selalu (Sugiyono, 2006:108). Pertanyaan yang 
sifatnya positif mengenai objek sikap/favorable, diberi skor yang 
berkebalikan dengan pernyataan yang sifatnya negatif mengenai objek 
sikap/unfavorable (Saifuddin, 1988:55-56). Pertanyaan favorable diberi 
nilai skor 0 sampai 4, untuk pernyataan tidak pernah sampai selalu, 
sedangkan penilaian untuk yang pertanyaan yang sifatnya unfavorable 
dibalik. Daftar pertanyaan yang sifatnya favorable dan unfavorable, 
beserta skornya dinyatakan dalam tabel berikut ini : 
Tabel 1.1. 




NO JENIS JAWABAN SKOR 
PERTANYAAN 
NO JENIS JAWABAN SKOR 
TIDAK PERNAH 0 SELALU 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 
9, 10, 12, 13 HAMPIR TIDAK 1 










SERING 3 HAMPIR TIDAK 3 
SELALU 4 TIDAK PERNAH 4 
Sumber : data diolah peneliti  
 
III.1.6. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA negeri 
peserta PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009. Keseluruhan sekolah 
tersebut adalah SMA Negeri 2, 4, 5, 6, 7, dan 8 dengan total jumlah siswa 
1.761 orang. Sampel dalam penelitian ini merupakan perwakilan dari 
populasi tersebut. Penentuan jumlah sampel, mengacu pada perhitungan 
tabel yang dikembangkan oleh Arkin dan Colton (Y. Slamet, 2006:59) : 
Tabel 2.1. 
Jumlah Sampel Menurut Arkin dan Colton 
Besarnya Sampel pada Standard Error + % BESAR 
POPULASI + 1 % + 2 % + 3 % + 4 % + 5 % + 10% 
500 * * * * 222 83 
1000 * * * 358 386 91 
1500 * * 638 441 316 94 
2000 * 1.250 796 500 345 96 
3000 * 1.364 811 517 353 97 
Sumber : Y. Slamet, 2006 
Berdasarkan tabel 2.1. tersebut, ditentukan sampel dalam 





menggunakan standard error sebesar 10 %, dan tingkat 
kepercayaan/reliabilitas  95%. 
III.1.7. Teknik Pengambilan Sampel 
Tteknik pengambilan sampel merupakan suatu bentuk khusus atau 
proses bagi pemusatan sumber data dalam penelitian yang mengarah 
pada seleksi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan probability sampling, sehingga sampel yang ditarik dapat 
dipergunakan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi. Lebih 
spesifik, teknik/metode yang digunakan adalah proportionate random 
sampling (acak proporsional). Metode ini diambil apabila terdapat variasi 
populasi dalam penelitian, sehingga pengambilan sampel acak tidak bisa 
dilakukan secara langsung. Populasi perlu diklasifikasikan terlebih dahulu, 
baru kemudian dilakukan penarikan sampel secara acak secara 
proporsional dari masing-masing klasifikasi populasi (W.Gulo, 2004:90-
91). Klasifikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah enam SMA 
negeri yang turut serta dalam PPDB Online di Kota Surakarta Tahun 2009. 
Dari keenam SMA negeri yang ada, kemudian dipilih acak sebanyak 96 
orang sebagai sampel.  Dari jumlah tersebut, dibagi secara proporsional 




 Jumlah seluruh sampel 
Penentuan proporsi :   x jumlah populasi dalam  














Jumlah Sampel dari Setiap SMA negeri Peserta PPDB Online Kota Surakarta 
Tahun 2009  
NO SEKOLAH POPULASI SAMPEL 
1 SMAN 2 342 19 
2 SMAN 4 270 15 
3 SMAN 5 315 17 
4 SMAN 6 314 17 
5 SMAN 7 315 17 
6 SMAN 8 205 11 
TOTAL 1761 96 
 Sumber : data diolah peneliti 
III.1.8. Validitas Instrumen 
Pengertian validitas adalah aspek kecermatan pengukuran. Suatu 
alat ukur yang tinggi validitasnya akan memiliki eror pengukuran yang 
kecil (S.Azwar, 1997:43). Untuk memperoleh data yang valid dalam 
penelitian, diperlukan instrumen penelitian yang valid. Instrumen dalam 
penelitian ini adalah kuesioner yang mengacu pada empat belas indikator 





umum pengukuran kinerja instansi pemerintah di Indonesia yang 
ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Dengan 
demikian, IKM menjadi alat ukur yang telah ditetapkan menjadi pedoman 
umum tingkat nasional, yang tentu saja sudah melalui pengujian 
akademis/ilmiah. Mengacu kepada pertimbangan tersebut, kuesioner 




III.1.9. Teknik Analisis Data  
Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis 
dalam penelitian. Pemilihan teknik analisis data sangat tergantung kepada 
jenis data yang dikumpulkan. Analisis statistik sesuai dengan data 
kuantitatif atau data yang dikuantifikasikan, yaitu data dalam bentuk 
bilangan (Sumadi, 2006:40).  
Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
statistik dengan rumus yang telah ditetapkan untuk menentukan IKM (Ratminto 
dan Atik, 2007:233). Penentuan IKM, diperoleh dari penghitungan Nilai Rata-rata 
Tertimbang Indikator dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai Rata-rata 
Tertimbang Indikator diperoleh dari jumlah masing-masing unsur pelayanan 
dibagi jumlah responden yang mengisi, kemudian hasilnya dikalikan 0.071 
sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang. Hasil penghitungan ini, digunakan 
untuk mencari Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Untuk mendapatkan IKM, 
jumlah total empat belas unsur dari nilai rata-rata tertimbang indikator dikali 25 
sebagai nilai dasar yang telah dikonversi. 
Perhitungan untuk analisis statistik tersebut diperjelas dengan rumus 





 jumlah masing-masing unsur pelayanan  
  




III.1.10. Definisi Konseptual 
Definisi konseptual yang dijelaskan disini merupakan penjabaran 
mengenai indikator yang merupakan teori baku (konsep), yang digunakan 
dalam penelitian mengenai dampak PPDB Online di Kota Surakarta tahun 
2009 ini. Indikator-indikator tersebut merupakan tuntunan dalam 
penelitian, sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan dari data 
responden yang didapat. Indikator-indikator yang dimaksud adalah : 
o. Prosedur pelayanan : adalah kemudahan tahapan pelayanan 
yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi 
kesederhanaan alur pelayanan. 
p. Persyaratan pelayanan : adalah persyaratan teknis dan 
administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan 
sesuai dengan jenis pelayanannya. 
q. Kejelasan petugas pelayanan : melihat kepada keberadaan dan 
kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan 
serta kewenangan dan tanggung jawabnya) 
Nilai rata-rata 
tertimbang indikator 
X    0,071 : 
Nilai indeks 
kepuasan masyarakat 





r. Kedisiplinan petugas pelayanan : adalah kesungguhan petugas 
dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsentrasi 
waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku. 
s. Tanggung jawab petugas pelayanan : adalah kejelasan 
wewenang dan tanggung jawab petugas dalam 
penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. 
t. Kemampuan petugas pelayanan : adalah tingkat keahlian dan 
ketrampilan yang dimiliki petugas dalam 
memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. 
u. Kecepatan pelayanan : adalah target waktu pelayanan dalam 
waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara 
pelayanan. 
v. Keadilan mendapatkan pelayanan : adalah pelaksanaan 
pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status 
masyarakat yang dilayani. 
w. Kesopanan dan keramahan petugas : adalah sikap dan perilaku 
petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 
secara  sopan dan ramah serta saling menghargai dan 
menghormati. 
x. Kewajaran biaya pelayanan : adalah keterjangkauan 






y. Kepastian biaya pelayanan : adalah kesesuaian antara biaya 
yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan 
z. Kepastian jadwal pelayanan : adalah pelaksanaan waktu 
pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
aa. Kenyamanan lingkungan : adalah kondisi sarana dan prasarana 
pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat 
memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan. 
bb. Keamanan pelayanan : adalah terjaminnya tingkat keamanan 
lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang 
digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk 
mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang 
diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. 
Indikator ini, kemudian akan digunakan untuk menentukan IKM, 
yang ketentuannya adalah sebagai berikut : 
a. IKM menunjukkan angka 25-43,75 
 Pada level ini, mutu pelayanan mendapatkan skor D, sehingga 
kinerja unit pelayanan dikategorikan tidak baik. 
b. IKM menunjukkan angka 43,76-62,50 
 Pada level ini, mutu pelayanan mendapatkan skor C, sehingga 
kinerja unit pelayanan dikategorikan kurang baik. 





 Pada level ini, mutu pelayanan mendapatkan skor B, sehingga 
kinerja unit pelayanan dikategorikan baik. 
d. IKM menunjukkan angka 81,26-100,00 
 Pada level ini, mutu pelayanan mendapatkan skor A, sehingga 
kinerja unit pelayanan dikategorikan sangat baik. 
II.4. Definisi Operasional 
Penjabaran dari definisi konseptual tersebut, kemudian perlu 
untuk disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, sehingga teori/konsep 
yang telah ada dapat digunakan untuk memecahkan, bahkan mengambil 
kesimpulan bagi permasalahan yang diangkat dalam penelitian tanpa 
mengalami kesalahan definisi. Dalam konteks operasional, indikator-
indikator tersebut dipahami sebagai berikut : 
a. Prosedur pelayanan : adalah sejauh mana panduan PPDB 
Online (baik cetak maupun elekronik) mampu dipahami oleh 
peserta PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009. 
b. Persyaratan pelayanan : adalah kemudahan di dalam 
mendapatkan kelengkapan persyaratan PPDB Online Kota 
Surakarta Tahun 2009. 
c. Kejelasan petugas pelayanan : fokus indikator ini pada 
keberadaan petugas yang memiliki kemampuan untuk 
memberikan pelayanan mengenai PPDB Online di Kota 





d. Kedisiplinan petugas pelayanan : adalah profesionalisme 
petugas PPDB Online dalam memberikan pelayanan kepada 
peserta PPDB Online di Kota Surakarta Tahun 2009. 
e. Tanggung jawab petugas pelayanan : adalah peran 
serta/tindakan yang ditunjukkan oleh petugas PPDB Online 
ketika peserta PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009 
melakukan pendaftaran. 
f. Kemampuan petugas pelayanan : adalah kemampuan yang 
dimiliki petugas PPDB Online untuk memberikan jalan keluar 
dan jawaban bagi masalah yang dihadapi oleh peserta PPDB 
Online Kota Surakarta Tahun 2009. 
g. Kecepatan pelayanan : adalah sejauh mana fasilitas yang 
diunggulkan dalam PPDB Online yaitu website dan SMS 
memiliki kecepatan informasi yang diharapkan oleh peserta 
PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009. 
h. Keadilan mendapatkan pelayanan : meliputi pelaksanaan 
pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status peserta 
PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009. 
i. Kesopanan dan keramahan petugas : adalah sikap dan perilaku 
petugas yang  sopan dan ramah serta saling menghargai dan 






j. Kewajaran biaya pelayanan : melihat kepada sejauh mana biaya 
yang dibutuhkan untuk mengakses PPDB Online Kota Surakarta 
Tahun 2009 lewat SMS maupun internet dapat dijangkau oleh 
peserta. 
k. Kepastian biaya pelayanan : adalah kesesuaian antara biaya 
yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan bagi 
peserta PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009. 
l. Kepastian jadwal pelayanan : pelaksanaan pengumuman 
penerimaan siswa baru dalam PPDB Online Kota Surakarta 
Tahun 2009 lewat internet maupun SMS, apakah sesuai dengan 
jadwal yang telah ditetapkan. 
m. Kenyamanan lingkungan : adalah kondisi sarana dan prasarana 
pelayanan yang mendukung proses PPDB Online Kota Surakarta 
Tahun 2009 sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada 
peserta PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009. 
n. Keamanan pelayanan : adalah terjaminnya keamanan nilai bagi 
peserta PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009 yang telah 
menyerahkan daftar nilai kepada petugas untuk diolah. 
Penentuan kepuasan kelompok sasaran ysng mengacu pada IKM, 
dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut : 
a. Sangat baik : artinya seluruh sasaran kebijakan merasa sangat puas 





b. Baik : artinya seluruh sasaran kebijakan merasa puas terhadap 
kebijakan PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009. 
c. Kurang baik : artinya seluruh sasaran kebijakan merasa kurang puas 
terhadap kebijakan PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009. 
d. Tidak baik : artinya seluruh sasaran kebijakan merasa tidak puas 
terhadap kebijakan PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009. 
 
III.2. Profil Lokasi Penelitian 
Berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan dalam penelitian ini, 
selanjutnya dibahas secara singkat mengenai profil lokasi tersebut.  
 
a. Disdikpora Kota Surakarta 
Disdikpora Kota Surakarta beralamat di Jalan Hasanudin No. 
112, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, nomor telepon 
(0271) 719873. Kantor ini sekarang dikepalai oleh Drs. Amsori, SH, 
M.Pd. yang menjabat semenjak 18 Mei 2006 yang lalu. Dinas 
pendidikan sendiri berdiri sejak tahun 1974 dengan nama Binsar 
Pralub yang dikepalai oleh Drs. Mar Said. Selanjutnya akan dibahas 
lebih lanjut mengenai Disdikpora Kota Surakarta, dari sisi kebijakan 
operasional yang digunakan saat ini. 
1. Visi dan Misi Disdikpora Kota Surakarta 
Disdikpora Kota Surakarta memiliki visi yaitu terwujudnya 
masyarakat Surakarta yang beriman dan bertaqwa, cerdas, 
sehat, berprestrasi dan berbudaya. 
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang ingin 





- Mewujudkan masyarakat Surakarta yang beriman, 
bertakwa dan berakhlak mulia. 
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 
cerdas, kreatif, inovatif serta menguasai ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
- Mewujudkan masyarakat yang gemar olahraga, memiliki 
kesegaran jasmani dan menghasilkan bibit olahragawan 
yang berprestasi. 
- Mewujudkan generasi muda yang tangguh, terampil dan 
produktif. 
- Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang 
berkepribadian, berdaya tahan dan mampu memfilter 
budaya asing. 
2. Tujuan Disdikpora Kota Surakarta 
Berdasarkan visi dan misi tersebut, tujuan yang ingin 
dicapai adalah : 
- Meningkatkan iman dan taqwa lewat pembiasaan, 
pengenalan agama yang dianut, pelatihan pada waktu 
peringatan hari besar agama, serta pembiasaan etika 
dalam pergaulan, sehingga secara bertahap terwujud 





menghargai sesama umat beragama dan berbudi pekerti 
dalam pergaulan. 
- Meningkatkan sumber daya manusia agar mempunyai 
kecerdasan yang tinggi, mampu berkreasi dan mengikuti 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lewat 
proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan 
menyenangkan sehingga mampu menjuarai lomba-
lomba kreatifitas, memiliki nilai akademis tinggi serta 
mampu menciptakan teknologi tepat guna. 
- Meningkatkan kegembiraan berolahraga sesuai potensi 
masing-masing lewat pembelajaran dan pelatihan 
olahraga sehingga terwujud masyarakat yang gemar 
olahraga, mampu menguasai event-event olahraga serta 
hidup sehat. 
- Meningkatkan semangat kompetitif yang sehat, baik dalam 
bidang agama, keolahragaan dan kebudayaan dalam 
kehidupan sehari-hari maupun event lomba sehingga 
mampu melahirkan ulama, cendekiawan, olahragawan, 
maupun budayawan. 
- Menanamkan nilai-nilai budaya daerah Surakarta lewat 
proses pembelajaran, pelatihan dan pembiasaan 





mencerminkan budaya adiluhung dan tidak mudah 
terpengaruh budaya asing yang belum tentu sesuai 
dengan budaya Surakarta. 
3. Strategi Disdikpora Kota Surakarta 
Strategi dibuat untuk mewujudkan keadaan yang 
diinginkan lima tahun ke depan, strategi Disdikpora Kota 
Surakarta adalah sebagai berikut : 
- Bidang peningkatan iman dan takwa dengan 
mengoptimalkan peran serta seluruh warga sekolah 
dengan membiasakan pengamalan agama. Dalam proses 
pembelajaran lebih ditekankan praktek dibandingkan 
dengan penyampaian materi pembelajaran yang bersifat 
pengetahuan. 
- Bidang kecerdasan ditanamkan proses pembelajaran 
yang mengacu pada empat pilat pendidikan, yakni 
belajar untuk mengetahui, belajar untuk berbuat, belajar 
agar menjadi miliknya sendiri, dan belajar dapat 
menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
- Bidang olahraga dititikberatkan pada proses 
pembelajaran praktek dibandingkan pelajaran teori. 
- Pada bidang pembinaan ketrampilan ditingkatkan 





kepramukaan/kepanduan, pengembangan olahraga, 
seni, serta ketrampilan lewat kegiatan life skill untuk 
seluruh sekolah. Khususnya Sekolah Menengah Kejuruan 
ditingkatkan pengelolaannya dengan sertifikat ISO, yang 
diharapkan siswa keluarannya memiliki kompetensi 
keahlian yang dibutuhkan masyarakat.  
- Bidang sosial budaya dikembangkan pelajaran muatan 
lokal dan pengembangan seni, baik seni tari, karawitan, 
musik, teater, maupun olah vokal lewat kegiatan intra 
maupun ekstra kurikuler. 
4. Kebijakan Disdikpora Kota Surakarta 
Untuk mewujudkan strategi tersebut, di dalam program 
kegiatan diperlukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut : 
- Perluasan dan pemerataan pendidikan. 
- Peningkatan mutu dan relavansi. 
- Governance dan akuntabilitas. 
5. Susunan Organisasi Disdikpora Kota Surakarta 
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Susunan Organisasi Disdikpora Kota Surakarta 
Sumber : Perda Kota Surakarta No. 6 Tahun 2001 
Perangkat organisasi tersebut, bertanggung jawab untuk 
melaksanakan program Disdikpora yang telah ditetapkan setiap 
tahun. Salah satu program Disdikpora di tahun 2009 adalah PPDB 
Online Kota Surakarta Tahun 2009.  
Dalam PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009, yang ditunjuk 
dan diberi wewenang untuk melaksanakan program tersebut 
adalah Bidang Pendidikan Menengah. Bidang ini dikepalai oleh Drs. 
Radik Karyanto hingga saat ini. 
b. PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009 
PPDB Online yang dilaksanakan di Kota Solo dimulai tahun 
2006 dengan dukungan UPT Puskom UNS. Sistem ini masih 
berjalan di tahun 2007 yang juga bekerjasama dengan UPT 
Puskom UNS. Pada pelaksanaan tahun 2008, sistem ini 
dilaksanakan secara independen oleh Disdikpora Kota 
Surakarta dan pada tahun 2009 pelaksanaannya bekerjasama 
kembali dengan UPT Puskom UNS.  
Penanggungjawab PPDB Online Kota Surakarta Tahun 
2009 adalah Drs. Amsori, SH, M.Pd. dan diketuai oleh Drs. 
Radik Karyanto. 













   
                        































c. SMA Negeri Peserta PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009 
Terdapat enam buah SMA negeri yang turut serta dalam PPDB 
Online Kota Surakarta Tahun 2009, yaitu :  
1. SMA Negeri 2 Surakarta. 
Alamat : Jl. Monginsidi 40, Surakarta. 
2. SMA Negeri 4 Surakarta. 
Alamat : Jl. LU Adisucipto No. 1, Surakarta. 
3. SMA Negeri 5 Surakarta 
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo 18, Surakarta. 
4. SMA Negeri 6 Surakarta. 
Alamat : Jl. MR. Sartono 30, Surakarta. 
5. SMA Negeri 7 Surakarta. 
Alamat : Jl. Mohammad Yamin 79, Surakarta. 
6. SMA Negeri 8 Surakarta 
















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  
Penelitian ini ditujukan untuk melakukan pengukuran terhadap Indeks 
Kepuasan Masyarakat (IKM), sehingga kebijakan PPDB Online di Kota 
Surakarta Tahun 2009 dapat dilihat dari segi kepuasan sasaran kebijakan. 
Penggunaan IKM,  mengacu kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh 
keputusan Menpan No.KEP/25/M.PAN/2/2004, bahwa untuk mengukur 
tingkat transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik digunakan 
pengukuran melalui IKM. Pernyataan ini sesuai dengan tujuan kebijakan PPDB 
Online di Kota Surakarta Tahun 2009 yang juga ingin mencapai transparansi 
dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.  
 
IV.1. Deskripsi Kelompok Sasaran Terhadap Masing-masing Indikator 
Kepuasan 
Dalam bab ini akan disajikan mengenai hasil penelitian dan 
pembahasan dalam hal penelitian tentang tingkat kepuasan kelompok sasaran 
kebijakan PPDB Online di Kota Surakarta Tahun 2009 yang fokusnya pada 14 
indikator dalam IKM. Keempat belas indikator diberikan penilaian berdasarkan 





dan pemberian skor dari masing-masing jawaban yang diberikan oleh 
responden. Rata-rata skor dari tiap responden memiliki angka maksimal 




o. Prosedur pelayanan 
Untuk indikator prosedur pelayanan, hasil yang diperoleh sebagai 
berikut :. 
Tabel 4.1. 



































 Sumber : data diolah peneliti 
Melalui tabel ini, dapat kita ketahui bahwa dari 96 responden yang 
disurvei, 44,79 % memilih jawaban sering. Hal ini berarti mayoritas dari 
siswa tersebut mampu memahami prosedur pendaftaran dengan baik 




jawaban ini, siswa dari SMA Negeri 5 adalah yang memiliki penilaian 
paling tinggi terhadap kemudahan prosedur pendaftaran PPDB Online 


















 Sumber : data diolah peneliti 




Hasil untuk indikator persyaratan pelayanan adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.2. 












melengkapi persyaratan PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009, sebesar 
37,50 % menyatakan bahwa mudah untuk memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan bagi peserta PPDB Online. Skor kemudahan tertinggi 
dinyatakan oleh siswa SMA Negeri 2, yaitu sebesar 3,11 sedangkan skor 


















4 SERING 36 37,50% 
5 SELALU 31 32,29% 













 Sumber : data diolah peneliti 
q. Kejelasan petugas pelayanan 
Untuk indikator ini, hasil yang diperoleh : 
Tabel 4.3. 

















tersebut dapat kita ketahui bahwa sebagian besar dari 96 responden, 
yaitu 36,46 %  memilih untuk menjawab netral, dan di urutan kedua yaitu 
sebesar 29,17 % responden memilih jawaban selalu. Dari angka ini, dapat 
disimpulkan bahwa hampir sepertiga dari keseluruhan responden menilai 
bahwa selalu ada petugas yang siap untuk memberikan pelayanan 
mengenai PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009 pada saat peserta 
membutuhkan bantuan. Mengenai skor yang ditunjukkan oleh masing-
masing sekolah, ternyata keenam sekolah memiliki skor yang hampir 
sama, dengan rata-rata antara angka 2,5 sampai 3,20. Hal ini dapat 
menyatakan bahwa keberadaan petugas yang memberikan pelayanan 
kepada peserta SMA negeri PPDB Online di Kota Surakarta Tahun 2009 
masih perlu ditingkatkan, sehubungan dengan banyaknya peserta yang 














4 SERING 22 22,92% 
5 SELALU 28 29,17% 

























 Sumber : data diolah peneliti 
r. Kedisiplinan petugas pelayanan 
Untuk indikator kedisiplinan pelayanan, hasil yang diperoleh adalah 
sebagai berikut :  
Tabel 4.4. 











petugas yang tidak disiplin bekerja pada saat terdapat siswa yang 
membutuhkan pelayanan seputar PPDB Online di Kota Surakarta Tahun 





1 SELALU 2 2,08% 

















bahwa sebesar 30,21 % siswa menilai bahwa hampir tidak ada petugas 
yang terlihat menganggur pada saat peserta membutuhkan pelayanan 
mengenai PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009, sedangkan sebesar 
45,83 % memilih untuk menjawab netral. Dari data pilah berdasarkan 
SMA Negeri peserta PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009, juga 
diketahui bahwa siswa SMA Negeri 8 memberikan penilaian  terendah 
dalam hal keberadaan petugas yang menganggur, yaitu dengan rata-rata 
skor sebesar 2,0. Dari data ini, dapat kita ketahui bahwa kedisiplinan 
petugas atau panitia dalam PPDB Online di Kota Surakarta Tahun 2009 
masih perlu ditingkatkan kembali agar citra lembaga pendidikan, 
terutama negeri dapat disejajarkan dengan swasta. 
Gambar 3.4. 















s. Tanggung jawab petugas pelayanan 
Hasil dari indikator ini, diungkapkan pada tabel dan diagram di bawah 
ini : 
Tabel 4.5. 












perhatian dan ketuntasan pelayanan oleh  petugas pada saat pendaftaran 
PPDB Online di Kota Surakarta Tahun 2009. Berdasarkan data yang 
dihimpun dari 96 responden, diperoleh hasil bahwa sebesar 36,46 % 
responden memberikan skor pada kolom sering, yang berarti bahwa lebih 

















4 SERING 35 36,46% 
5 SELALU 15 15,62% 




ditunjukkan oleh petugas PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009 sudah 
cukup baik, meskipun ada sejumlah 39,58 % responden yang menjawab 
pada kolom netral. 
Selanjutnya, dilihat dari data yang ditunjukkan oleh tiap sekolah, 
diketahui bahwa siswa SMA Negeri 8 Surakarta memberikan apresiasi 
skor tertinggi bagi tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu dengan skor 
rata-rata sebesar 2,91. Hal ini dapat menjadi stimulan bagi SMA yang 
bersangkutan untuk dapat lebih meningkatkan tanggung jawab dalam 
pelayanan yang diberikan dalam PPDB Online tahun berikutnya. 
Gambar 3.5. 








 Sumber : data diolah peneliti 
t. Kemampuan petugas pelayanan 
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, ditunjukkan dalam tabel 


























4 SERING 39 40,62% 
5 SELALU 15 15,63% 
TOTAL 96 100,00% 
 Sumber : data diolah peneliti 
Indikator ini, digunakan untuk menilai tingkat kemampuan yang 
dimiliki oleh panitia/petugas yang melayani peserta PPDB Online di Kota 
Surakarta Tahun 2009. Berdasarkan data yang dihimpun dari 96 
responden, diperoleh bahwa ada sebesar 40,62 % responden yang 
memberikan jwaban sering. Hal ini berarti bahwa petugas yang 
memberikan pelayanan PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009 memiliki 
kemampuan yang baik. Dari seluruh sampel yang diambil, siswa yang 
mayoritas memberikan rata-rata skor penilaian tertinggi adalah  siswa 














 Sumber : data diolah peneliti 
u. Kecepatan pelayanan 






























4 SERING 28 29,17% 
5 SELALU 36 37,50% 
TOTAL 96 100,00% 
 Sumber : data diolah peneliti 
Dalam data yang dihimpun dari 96 responden ini, ditemukan bahwa 
sebanyak 36 orang, atau sejumlah 37,50 % menyatakan bahwa mereka 
selalu memperoleh kecepatan pelayanan lewat fasilitas SMS atau website 
yang disediakan oleh panitia. Sejumlah 29,17 % juga memberikan 
jawaban pada kolom sering. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata fasilitas 
website dan SMS yang tujuan awalnya memang untuk memperlancar 
penerimaan PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009, telah dengan baik 
menjawab kebutuhan masyarakat akan kecepatan pelayanan yang 
mereka butuhkan. 
Untuk skor yang diberikan tiap siswa SMA negeri peserta PPDB Online 
Kota Surakarta Tahun 2009 sendiri, diperoleh hasil bahwa kecepatan 
pelayanan menggunakan akses website dan SMS, diapresiasi dengan skor 
tertinggi yang ditunjukkan oleh SMA Negeri 2 Surakarta, diikuti SMA 

















 Sumber : data diolah peneliti 
v. Keadilan mendapatkan pelayanan 
Penghitungan terhadap indikator ini menunjukkan hasil sebagai 
berikut : 
Tabel 4.8. 









1 SELALU 0 0,00% 
















TOTAL 96 100,00% 
 Sumber : data diolah peneliti 
Mengenai keadilan, sebagian besar responden dari enam SMA negeri 
yang berbeda di Kota Surakarta, yang juga merupakan peserta PPDB 
Online Kota Surakarta Tahun 2009, sejumlah 45,84 % menyatakan bahwa 
mereka tidak pernah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam 
pendaftaran peserta PPDB Online di Kota Surakarta Tahun 2009. 
Berdasarkan data pilah dari tiap SMA, diperoleh data dengan skor 
tertinggi adalah skor yang diberikan oleh siswa SMA Negeri 4 Surakarta, 
yaitu dengan rata-rata skor 3,67. 
Gambar 3.8. 
Diagram Batang Rata-rata Skor Jawaban Indikator No. 8 
 









 Sumber : data diolah peneliti 
w. Kesopanan dan keramahan petugas 
Hasil penelitian untuk indikator kesopanan dan keramahan petugas, 



























4 SERING 32 33,33% 
5 SELALU 20 20,83% 
TOTAL 96 100,00% 




Indikator ini menunjukkan tingkat keramahan petugas/panitia PPDB 
Online Kota Surakarta Tahun 2009 dalam melayani peserta. Dari 96 
responden yang ada, terlihat bahwa ada sebesar 33,33 % peserta yang 
menyatakan sikap pada jawaban sering, sedangkan sebesar 20,83 % 
ditempati oleh jawaban selalu. Dari angka ini, berarti sekitar 50 % 
responden menganggap bahwa keramahan yang diberikan petugas dalam 
memberikan pelayanan kepada peserta PPDB Online Kota Surakarta 
Tahun 2009 sudah berada pada taraf baik, akan tetapi tentunya perlu 
dibenahi agar angka ini meningkat menjadi 100 %. 
Hasil yang ditunjukkan oleh rata-rata skor tiap sekolah, menunjukkan 
bahwa keramahan petugas diapresiasi dengan nilai antara 2,5 sampai 3,0. 
Hal ini berarti tingkat keramahan masih harus ditingkatkan agar peserta 
PPDB Online Kota Surakarta tahun berikutnya merasa puas dengan 
bentuk pelayanan yang diberikan. 
 
 
 Gambar 3.9. 












 Sumber : data diolah peneliti 
x. Kewajaran biaya pelayanan 
Kewajaran biaya pelayanan, hasil penghitungannya adalah sebagai 
berikut : 
Tabel 4.10. 





















4 SERING 23 23,96% 
5 SELALU 25 26,04% 
TOTAL 96 100,00% 




Indikator ini menunjukkan apakah biaya yang peserta gunakan untuk 
mengakses informasi seputar PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009, 
baik melalui internet maupun SMS, terjangkau oleh peserta PPDB Online 
pada tahun tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh, ditunjukkan 
bahwa sebanyak 35,42 % responden menyatakan netral, dan di urutan 
kedua adalah  sebesar 26,04 % menyatakan selalu, di urutan ketiga yaitu 
sebesar 23,96 % menyatakan sering. Melalui hasil ini dapat kita ketahui 
bahwa kurang lebih setengah dari populasi responden merasa bahwa 
biaya yang mereka keluarkan sudah terjangkau. Mengenai data yang 
ditunjukkan oleh tiap sekolah, rata-rata skor terendah ditunjukkan oleh 
responden yang berada di SMA Negeri 6 yaitu sebesar 2,12. 
Gambar 3.10. 
Diagram Batang Rata-rata Skor Jawaban Indikator No. 10 
Berdasarkan Sekolah 
 











 Sumber : data diolah peneliti 
 
y. Kepastian biaya pelayanan 















1 SELALU 2 2,08% 













TOTAL 96 100,00% 




Indikator ini menunjukkan apakah peserta PPDB Online Kota 
Surakarta Tahun 2009 memperoleh pungutan biaya pada saat 
pendaftaran. Dari 96 responden yang ada, diperoleh data bahwa 
mayoritas siswa yaitu sebesar 44,79 % menyatakan mereka tidak pernah 
dipungut biaya pada saat melakukan pendaftaran, sedangkan persentase 
siswa yang menyatakan dipungut biaya adalah sebesar  7,29 % dan 2,08 % 
(sekitar + 10 %). Hal ini tentunya menjadi salah satu perhatian mengingat 
adanya ketentuan dari Disdikpora Kota Surakarta bahwa biaya yang 
dikenakan untuk para peserta yang melakukan pendaftaran PPDB Online 
Kota Surakarta Tahun 2009, terutama di sekolah negeri, adalah gratis. 
Angka ini menunjukkan bahwa memang ada peserta PPDB Online yang 
dipungut biaya pada saat pendaftaran PPDB Online Kota Surakarta Tahun 
2009. Berdasarkan data yang diperoleh dari tiap sekolah, distribusi 




Diagram Batang Distribusi Pendapat Responden Terhadap Biaya 










 Sumber : data diolah peneliti 
Peringkat tertinggi ditempati oleh siswa dari SMA Negeri 7, dimana 
terdapat tiga orang responden yang menyatakan bahwa mereka dipungut 
biaya pada saat pendaftaran PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009. 
Sedangkan responden dari SMA Negeri 6 justru tidak ada satupun yang 
menyatakan dipungut biaya pada saat pendaftaran PPDB Online Kota 
Surakarta Tahun 2009. 
z. Kepastian jadwal pelayanan 
Kepastian jadwal pelayanan dalam penelitian ini, mendapatkan hasil 







Persentase Jawaban Indikator No.12 

















4 SERING 23 23,96% 
5 SELALU 42 43,75% 
TOTAL 96 100,00% 
 Sumber : data diolah peneliti 
Berdasarkan data yang diperoleh dari 96 responden yang ada, 
sebagian besar responden, yaitu sejumlah 43,75 %  menyatakan bahwa 
mereka selalu memperoleh pengumuman penerimaan siswa baru tepat 
waktu, sedangkan di peringkat selanjutnya yaitu sebesar 23,96 % 
menyatakan bahwa mereka sering memperoleh pengumuman 
penerimaan tepat waktu. Sedangkan responden yang menyatakan tidak 
memperoleh pengumuman tepat waktu adalah sebesar hampir 15 %. 
Perincian jumlah tiap siswa yang menyatakan penerimaan pengumuman 












Diagram Batang Distribusi Pendapat Responden Terhadap Ketepatan 
Pengumuman Penerimaan Siswa Jalur PPDB Online Kota Surakarta  
Tahun 2009 
 






 Sumber : data diolah peneliti 
Dari diagram tersebut dapat kita ketahui bahwa siswa yang 
menyatakan pengumuman PPDB Online di Kota Surakarta Tahun 2009 
tepat waktu, jumlah terbanyaknya ditunjukkan oleh siswa dari SMA 
Negeri 5 yaitu sebanyak 16 orang, sedangkan dari SMA Negeri 8 dengan 












aa. Kenyamanan lingkungan 
Untuk kenyamanan lingkungan, hasil yang diperoleh adalah : 
Tabel 4.13. 





















4 SERING 32 33,33% 
5 SELALU 29 30,21% 
TOTAL 96 100,00% 




Kenyamanan tentu saja merupakan hal yang sangat penting dalam 
proses pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah. Data yang 
diperoleh dari 96 responden yang ada, menunjukkan bahwa sebesar 
33,33 % memilih jawaban sering dan 30,21 % memilih jawaban selalu. 
Dari kedua jawaban ini, dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50 % 
responden merasa bahwa mereka nyaman dengan fasilitas yang 
disediakan oleh panitia PPDB Online di Kota Surakarta Tahun 2009.  Data 
tiap sekolah menunjukkan bahwa skor kenyamanan mereka berada di 
angka rata-rata 2,5 sampai 3,0. Hal ini berarti skor kenyamanan dari 
setiap sekolah masih harus ditingkatkan, terutama di SMA Negeri 6 yang 




 Gambar 6.1. 








 Sumber : data diolah peneliti 
bb. Keamanan pelayanan 
Indikator keamanan pelayanan, hasilnya dijabarkan dalam tabel dan 
diagram berikut : 
Tabel 4.14. 









1 SELALU 0 0,00% 





















 Sumber : data diolah peneliti 
 Indikator ini menunjukkan data mengenai jumlah responden yang 
merasa bahwa mereka dapat mempercayai keamanan sistem PPDB 
Online Kota Surakarta Tahun 2009, terutama dalam menampilkan nilai 
milik peserta. Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas peserta yaitu 




menunjukkan bahwa sebagian besar peserta PPDB Online sama sekali 
tidak melihat adanya perubahan dalam nilai yang mereka serahkan 
kepada panitia sampai pada saat diolah dan ditampilkan di website. 
Sedangkan sebanyak 16,67 % responden tidak melihat perubahan di 
dalam nilai mereka yang ditampilkan di website. Yang menarik adalah 
tidak ada staupun responden yang menyatakan nilai mereka berbeda 
diantara tampilan website dengan aslinya, yang ditunjukkan dalam angka 
0 %. Dengan adanya data ini maka dapat diketahui bahwa mereka merasa 
bahwa sistem ini aman digunakan karena dapat dipercaya. Tingkat 
keamanan yang ditunjukkan oleh tiap sekolah, digambarkan dalam 
diagram berikut ini, dimana tingkat keamanan paling rendah diapresiasi 
oleh responden dari SMA Negeri 8 Surakarta dengan skor 3,45. 
Gambar 6.2. 












IV.1.1. Skor Rata-rata Jawaban Tiap Indikator. 
Hasil yang dijabarkan berdasarkan jawaban yang diberikan 
responden terhadap indikator tersebut, kemudian dijumlah dan hasil 
akhirnya dibagi jumlah responden yang mengisi yaitu 96 orang. 
Penghitungan ini digunakan untuk mengetahui rata-rata skor tiap 
indikator IKM. Skor tertinggi dan terendah dapat diketahui dari 
penghitungan ini, sehingga dapat menjadi bahan melakukan evaluasi. 
Penghitungannya adalah sebagai berikut : 
 
 
Dari rumus tersebut, didapatkan skor rata-rata tiap indikator 
sebagai berikut :  
a. Prosedur pelayanan : 2,94 
b. Persyaratan pelayanan : 2,95 
c. Kejelasan petugas pelayanan : 2,68 
d. Kedisiplinan petugas pelayanan : 2,42 
e. Tanggung jawab petugas pelayanan : 2,56 
f. Kemampuan petugas pelayanan : 2,54 
g. Kecepatan pelayanan : 2,88 
h. Keadilan mendapatkan pelayanan : 3,17 
i. Kesopanan dan keramahan petugas : 2,57 
j. Kewajaran biaya pelayanan : 2,60 
Jumlah seluruh skor tiap 
indikator 
Jumlah responden 




k. Kepastian biaya pelayanan : 3,03 
l. Kepastian jadwal pelayanan : 2,94 
m. Kenyamanan lingkungan : 2,79 
n. Keamanan pelayanan : 3,69 
Berdasarkan skor rata-rata tiap indikator tersebut, kita ketahui 
bahwa skor tertinggi ditunjukkan oleh indikator keamanan pelayanan 
yaitu sebesar 3,69 dan skor terendah ditunjukkan oleh indikator 
kedisiplinan pelayanan dengan skor sebesar 2,42. 
 
IV.2. Indeks Kepuasan Sasaran Kebijakan 
Seperti telah diungkapkan sebelumnya, bahwa IKM menjadi salah satu 
pedoman resmi di Indonesia untuk menentukan tingkat kepuasan terhadap 
kebijakan yang diterapkan  kepada masyarakat sebagai sasaran kebijakan. 
Dalam penelitian ini, kebijakan yang dimaksud tentu saja PPDB Online Kota 
Surakarta Tahun 2009, dan sasaran kebijakannya fokus kepada siswa SMA 
negeri peserta PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009. 
Berdasarkan data yang diolah dari 96 responden yang diacak secara 
proporsional dari enam buah SMA Negeri Peserta PPDB Online Kota Surakarta 
Tahun 2009, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa skor IKM 
mencapai 70,50 atau yang termasuk dalam kategori B (baik). Lebih lanjut 







IV.2.1. Nilai Rata-rata Tertimbang Indikator  
Langkah pertama yang dilakukan untuk mendapatkan IKM adalah 
melakukan penghitungan terhadap nilai rata-rata tertimbang dari masing-
masing indikator pelayanan.  
Untuk mengukur nilai rata-rata tertimbang masing-masing indikator 
pelayanan, digunakan rumus sebagai berikut : 
 Jumlah masing-masing unsur pelayanan 
  
 Jumlah responden yang mengisi 
 
Dimana jumlah masing-masing unsur pelayanan diperoleh dari jumlah skor 
seluruh responden yang ada, yang diklasifikasikan berdasarkan masing-masing 
indikator. Selanjutnya, dari jumlah penghitungan seluruh  indikator akan dibagi 
dengan jumlah responden yang mengisi, yaitu sebanyak 96 orang, dan dikalikan 
0.071. Angka 0.071 merupakan nilai bobot rata-rata tertimbang. Dari 
penghitungan dengan menggunakan rumus tersebut, didapatkan nilai rata-rata 

































1 282 2,94 0,21 
2 283 2,95 0,21 
3 257 2,68 0,19 
4 232 2,42 0,17 
5 246 2,56 0,18 
6 244 2,54 0,18 
7 276 2,88 0,20 
8 304 3,17 0,22 
9 247 2,57 0,18 
10 250 2,60 0,18 
11 291 3,03 0,22 
12 282 2,94 0,21 




14 354 3,69 0,26 
TOTAL 3816 39,75 2,82 
Sumber : data diolah peneliti 
 
IV.2.2. Nilai IKM 
Nilai rata-rata tertimbang indikator yang didapatkan, kemudian 
dijumlahkan sehingga didapatkan angka  yang menunjukkan jumlah 14 
unsur dari nilai rata-rata tertimbang. Angka ini kemudian dikalikan 25, yang 
merupakan nilai dasar yang telah dikonversikan. Dari hasil penghitungan 




  : 2,82 x 25 
  : 70,50 (B : Baik) 
Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh 
sasaran kebijakan PPDB Online di Kota Surakarta Tahun 2009, merasa puas 
terhadap pelaksanaan PPDB Online di Kota Surakarta Tahun 2009. Hal ini 
berarti tujuan dari kebijakan ini telah berhasil dicapai, meskipun masih 
belum dapat mencapai skala sangat puas. Sehingga untuk pelaksanaan 
PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2010, masih harus ditingkatkan agar 
masyarakat semakin dimudahkan dengan sistem ini. 
Nilai indeks 
kepuasan  





IV.3. Akses Multimedia yang Digunakan Sasaran Kebijakan Dalam PPDB 
Online Kota Surakarta Tahun 2009 
Penelitian ini selain digunakan untuk mencari angka yang 
menunjukkan tingkat kepuasan sasaran kebijakan PPDB Online Kota Surakarta 
Tahun 2009, juga diarahkan untuk mengetahui akses multimedia yang 
digunakan oleh sasaran kebijakan PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009. 
Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui mengenai tingkat 
ketertarikan responden terhadap berbagai akses yang disediakan panitia 
PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009 untuk memperoleh informasi seputar 
PPDB Online ini.  










INTERNET 75 78,13% 







TOTAL 96 100,00% 
 Sumber : data diolah peneliti 
Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 
yaitu 78,13 %,  menggunakan akses internet untuk mendapatkan informasi 
mengenai PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009, sedangkan sebanyak 20,83 
% responden memilih untuk memanfaatkan dua jenis akses yang ada yaitu 
SMS dan internet, sisa responden sebesar 1,04 % adalah yang hanya 
memanfaatkan fasilitas SMS saja. Dari hasil ini, dapat diketahui bahwa seluruh 
peserta PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009, yang berasal dari SMA 
negeri, cenderung lebih tertarik mengakses informasi seputar PPDB Online 
Kota Surakarta Tahun 2009 lewat internet, sedangkan akses SMS memang 



















  Penelitian mengenai tingkat kepuasan sasaran kebijakan 
dalam PPDB Kota Surakarta Tahun 2009, merupakan studi kasus terhadap 
siswa SMA negeri peserta PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009. Penelitian 
ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas kegiatan tersebut dalam 
rangka pencapaian transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik sebagai 
tujuan kebijakan tersebut. Untuk melakukan pengukuran yang dimaksud, 
penelitian ini menggunakan 14 indikator yang terdapat di dalam IKM (Indeks 
Kepuasan Masyarakat). IKM mewakili pencapaian tujuan dalam PPDB Online 
Kota Surakarta Tahun 2009 yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas 
pelayanan publik. 
  Pada bab sebelumnya telah dipaparkan hasil dan 
pembahasan mengenai 14 indikator IKM yang digunakan untuk mengetahui 
tingkat kepuasan kelompok sasaran kebijakan PPDB Online Kota Surakarta 
Tahun 2009. Dalam bab ini, dikemukakan mengenai kesimpulan hasil 
penelitian yang berkaitan dengan perumusan masalah yang telah dibuat, yaitu 
: 
c. “Apakah PPDB Online di Kota Surakarta Tahun 2009 mampu 




Berdasarkan hasil penghitungan, disimpulkan bahwa seluruh 
sasaran kebijakan dalam PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009 
memberikan penilaian puas terhadap kebijakan ini, dengan skor akhir 
IKM yaitu 70,50 atau termasuk dalam kategori B (puas). Dengan hasil ini, 
berarti kepuasan sasaran kebijakan PPDB Online Kota Surakarta Tahun 
2009 terhadap kebijakan tersebut telah terwujud. Dari 14 indikator IKM 
yang ada, rata-rata skor tertinggi sebesar 3,69 ditunjukkan oleh 
indikator keamanan pelayanan, sedangkan skor terendah yaitu 2,42 
ditunjukkan oleh indikator kedisiplinan petugas pelayanan. Hasil ini 
menunjukkan bahwa ada cukup jauh perbedaan penilaian sasaran 
kebijakan terhadap kedua indikator tersebut, sehingga diperlukan 
adanya peningkatan terhadap kedisiplinan petugas pelayanan. 
Sedangkan untuk keamanan pelayanan yang diberikan nilai tinggi, juga 
harus dipertahankan dan justru dimungkinkan untuk lebih ditingkatkan 
agar pelaksanaan di tahun berikutnya dapat lebih baik lagi. 
Hasil ini juga membuktikan bahwa hipotesis yang disusun di awal 
penelitian terbukti benar. Dengan kata lain, hipotesa kerja yang 
digunakan, yaitu : 
H1a : “Sasaran kebijakan PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009 






d. “Apakah sajakah akses multimedia yang digunakan oleh sasaran 
kebijakan dalam PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009 ?” 
Perumusan masalah yang ke-2 ini berusaha mengetahui akses 
multimedia yang digunakan oleh sasaran kebijakan dalam PPDB Online 
Kota Surakarta Tahun 2009. Berdasarkan penggunaan berbagai akses 
multimedia, diketahui bahwa akses internet saja digunakan oleh 
mayoritas sasaran kebijakan yaitu mencapai angka 78,13%, sedangkan 
akses SMS saja hanya digunakan oleh 1,04%, peringkat kedua yaitu 
sebesar 20,83% ditunjukkan oleh pengguna dua macam akses, baik SMS 
maupun internet. 
Hasil yang ditunjukkan juga mampu membuktikan kebenaran 
hipotesis ke-2 yang dibuat dalam penelitian ini. Dengan demikian, 
hipotesa kerja yang digunakan, yaitu :  
H1b : “Sasaran kebijakan menggunakan akses internet dalam PPDB 




  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 
kelompok sasaran PPDB Online Kota Surakarta Tahun 2009, terdapat 




Surakarta tahun berikutnya dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Beberapa 
saran yang diberikan adalah :  
a. Tingkat kedisiplinan yang memiliki penilaian paling rendah dari sasaran 
kebijakan penelitian ini, perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan antara 
lain dengan memperketat pengawasan dari pihak sekolah peserta PPDB 
Online Kota Surakarta terhadap kinerja petugas pelayanan, dan 
pemberian punishment/hukuman bagi petugas pelayanan yang kurang 
disiplin. Punishment yang diberikan dapat berupa pemotongan insentif 
apabila petugas pelayanan tidak bekerja sesuai dengan waktu yang 
ditetapkan. 
b. Pemanfaatan fasilitas SMS untuk mengakses informasi seputar PPDB 
Online Kota Surakarta Tahun 2009 yang masih sedikit, sebaiknya diatasi 
oleh pelaksana dengan mempermudah format perintah SMS yang 
digunakan. Format yang selama ini menggunakan kata-kata, misalnya 
disederhanakan dengan menggunakan angka 1 sampai 10, berdasarkan 
jenis informasi yang ingin diperoleh peserta PPDB Online Kota Surakarta. 
c. Tingginya penggunaan fasilitas internet dalam PPDB Online Kota Surakarta 
Tahun 2009, juga perlu ditanggapi dengan memberikan tambahan fasilitas 
internet berupa diskon atau bahkan akses gratis. Fasilitas diskon atau 
gratis ini dapat diwujudkan oleh Disdikpora melalui kerjasama dengan 
warung internet (warnet) yang ada di Kota Surakarta maupun 




d. Penelitian ini memfokuskan pada peserta didik SMA negeri di Kota 
Surakarta. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan 
populasi yang lebih luas (mencakup tingkat SMP dan SMA), agar data dan 
hasil penelitian memiliki keragaman yang lebih tinggi.  
e. Penelitian lanjutan dapat dilakukan berdasarkan hasil dari penelitian ini, 
dengan kajian perbandingan pelaksanaan PPDB Online Kota Surakarta dari 
tahun ke tahun atau lebih spesifik pada kepuasan kelompok sasaran 
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